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KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 61409/MPK/KP/99
NOMOR:181 TAHUN 1999
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA
KREDITNYA

MENTERI PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAI AN NEGARA,

Meni mbang

a.

bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordi nat or Bi dang
Pengawasan Penmbangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
Normor: 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999, tel ah ditetapkan Jabatan
Fungsi onal Dosen dan Angka Kreditnya;

bahwa unt uk kel ancaran dan keseraganman pel aksanaannya,

di pandang perlu nenet apkan Keputusan Bersama Menteri
Pendi di kan dan Kebudayaan dan Kepal a Badan Kepegawai an
Negara tentang Petunjuk Pel aksanaan Jabat an Fungsi ona
Dosen dan Angka Kreditnya

Mengi ngat :

1

Undang- undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lerbaran Negara Tahun 1974 Nonor 55, Tanmbahan
Lembaran Negara Nonmor 3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan
Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lenbaran Negara Tahun
1999 Nonor 169, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3890);

Undang- undang Normor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenmbaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tanbahan
Lembaran Negara Nonmor 3371);

Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang
Pengangkat an, Pemi ndahan, dan Penberhenti an Pegawai Negeri
Sipil (Lenbaran Negara Tahun 1975 Nonmor 26, Tanbahan
Lembaran Negara Nonmor 3058) sebagai mana tel ah di ubah dengan
Perat uran Penerintah Nonor 19 Tahun 1991 (Lenbaran Negara
Tahun 1991 Nonor 27, Tanmbahan Lemnbaran Negara Nonor 3437);

Peraturan Penerintah Nonmor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Tahun 1977 Nonor
11, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3098) sebagai mana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pererintah
Normor 6 Tahun 1997 (Lenbaran Negara tahun 1997 Nonor 19);

Perat uran Penerintah Nonor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkat an
dal am Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Tahun
1980 Nonor 6, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3156);

Peraturan Penerintah Nonmor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependi di kan (Lenmbaran Negara Tahun 1992 Nonor 68, Tanbahan
Lembaran Negara Nonmor 3461);

Per aturan Pemerintah Nonmor 14 Tahun 1994 tentang Pendi di kan
dan Pel ati han Jabat an Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara
Tahun 1994 Nonor 20, Tanmbahan Lemnbaran Negara Nonor 3545);
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8. Peraturan Penerintah Nonor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkat an
Pegawai Negeri Sipil Dal am Jabatan Struktural (Lenbaran
Negara Tahun 1994 Nonor 21, Tanbahan Lemnbaran Negara Nonor
3546) sebagai mana tel ah dua kali di ubah terakhir dengan
Peraturan Penerintah Nonmor 67 Tahun 1998 (Lenbaran Negara
Tahun 1998 Nonmor 124, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3775);

9. Peraturan Penerintah Nonmor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Tahun 1994
Nonor 22 Tambahan Lenbaran Negara Nonmor 3547);

10. Peraturan Penerintah Nonmor 60 Tahun 1999 tentang Pendi di kan
Ti nggi (Lenbaran Negara Nonor 115, Tanbahan Lenbaran Negara
Normor 3859);

11. Keput usan Presi den Nonor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan
At as Keputusan Presiden Nonmor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan
Tugas, Fungsi, Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Departenen

12. Keput usan Presiden Nonmor 199 tahun 1998 tentang Tunj angan
Dosen;

13. Keput usan Presiden Nonmor 87 Tahun 1999 tentang Runpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Si pil

14. Keput usan Presiden Nonmor 95 Tahun 1999 tentang Badan
Kepegawai an Negar a

15. Keput usan Menteri Negara Koordi nator Bi dang Pengawasan
Penbangunan dan Pendayagunaan Aparat ur Negara Nonor
38/ Kep/ MK. WASPAN 8/ 1999 tentang Jabat an Fungsi onal Dosen
dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN
Menet apkan

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAI AN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSI ONAL DOSEN DAN ANGKA KREDI TNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Keput usan Bersana ini yang di maksud dengan :

a. Dosen adal ah seseorang yang berdasarkan pendi di kan dan
keahl i annya di angkat ol eh penyel enggara perguruan tingg
dengan tugas utama mengaj ar pada perguruan tinggi yang
ber sangkut an.

b. Penbebasan senmentara dari tugas-tugas jabatan fungsiona
dosen adal ah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak
dapat nel aksanakan tugas dan tanggung j awabnya sebagai dosen
karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsiona
dosen atau sedang mnel aksanakan tugas bel ajar | ebih dan 6
(enam) bul an namun demi ki an status yang ber sangkutan masih
berstatus dan nmeneri ma hak sebagai Dosen.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB | |
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDI T
Pasal 2

Dosen dapat nengusul kan penet apan angka kredit, apabila
berdasarkan prestasi yang di capai ol eh yang bersangkut an
di perkirakan tel ah memenuhi jum ah angka kredit yang

di per syar at kan untuk kenai kan pangkat/j abatan yang | ebih

tinggi

Unt uk pengusul an penet apan angka kredit, Dosen harus nengi si
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat pernyataan
nel aksanakan kegi atan Tri dharma Perguruan Tinggi (pendidikan
dan pengaj aran, penelitian dan pengabdi an pada masyar akat)

unt uk di sanpai kan kepada Dekan bagi Universitas/lnstitut dan
Ket ua Jurusan bagi Sekol ah Ti nggi/ Akadem / Pol it ekni k untuk
diteliti dan mendapat persetujuan serta diproses |ebih |anjut.

Usul penetapan angka kredit dosen sebagai mana di naksud dal am
ayat (2) dibuat nmenurut contoh fornmulir sebagai mana tersebut
pada Lanpiran |

Setiap usul penetapan angka kredit Dosen, harus dil anpiri

foto copy atau salinan sah atau bukti prestasi sebagai berikut:

a. Photocopy atau salinan sah ijazah atau STTPP nengi kuti dan
menper ol eh pendi di kan sekol ah atau pel ati han

b. Surat Pernyataan nel aksanakan kegi atan Tri dharma Perguruan
Ti nggi (pendi di kan dan pengaj aran, penelitian, dan
pengabdi an pada masyarakat) di buat nmenurut contoh
formulir sebagai mana tersebut pada Lanpiran II, |1l dan
I V. Khusus untuk kegi atan penelitian harus dil anpirkan
| aporan hasil penelitian;

c. Surat Pernyataan nel aksanakan penunjang Tri dharma Perguruan
Ti nggi di buat nenurut contoh fornmulir sebagai mana tersebut
pada Lanpiran V.

Pasal 3

Setiap usul penetapan angka kredit Dosen harus dinilai secara
seksanma ol eh Tim Penilai, sesuai dengan bi dangnya masi ng-
masi ng dan ber pedorman pada Lanpiran | Keputusan Menteri
Negar a Koordi nat or Bi dang Pengawasan Penbangunan dan
Pendayagunaan Apar at ur Negara Nonor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999;

Hasi| penilaian Tim Penilai sebagai mana di naksud dal am ayat
(1), ditetapkan ol eh pejabat yang berwenang nenet apkan angka
kredit, dibuat nenurut contoh formulir sebagai mana tersebut
pada Lanpiran VI, dengan ketentuan Penetapan Angka Kredit
(PAK) asli disanpai kan kepada yang ber sangkut an dengan

t embusan :

a. Badan Kepegawai an Negara u.p. Deputi Bi dang Pengadaan dan
Miut asi Kepegawai an;

b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan

c. pejabat lain yang berkepentingan.

Pel aksanaan peni | ai an/ penet apan angka kredit untuk kenai kan
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

pangkat/j abat an dosen, tidak terikat pada periode tertentu,
atau dapat ditetapkan setiap saat setelah jun ah angka kredit
kummul ati f nya di perki rakan nenenuhi syarat untuk kenai kan
pangkat/j abatan yang | ebi h tinggi

BAB |11
TI' M PENI LAl
Pasal 4

Dal am hal anggota Tim Penilai tidak dapat nel aksanakan tugas/
ber hal angan untuk mnel akukan penil ai an angka kredit Dosen
sekur ang- kurangnya 6 bul an berturut-turut, maka Ketua Tim
Peni | ai dapat mengusul kan anggota Ti m Penil ai Pengganti .

Dal am hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai
Ketua Tim Penil ai dapat nengangkat anggota Tim Penil a
Pengganti .

Pasal 5

Unt uk nmenbantu Tim Penil ai dal am nel aksanakan tugasnya,
di bentuk Sekretariat Tim Penilai

Sekretariat Tim Penilai dipinpin ol eh pejabat di bidang
kepegawai an.

Pasal 6

Apabi | a di pandang perlu, pejabat yang berwenang nenet apkan
angka kredit dapat nenbentuk Tim Penilai Teknis yang
anggotanya terdiri dan para ahli, baik yang berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri
Si pil yang mempunyai keahlian dan kemanpuan tekni s yang

di perl ukan.

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adal ah nmenberi kan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dal am hal nenberikan
peni | ai an kegi atan yang bersi fat khusus atau menerl ukan
keahhi an tertentu.

Tim Peni | ai Tekni s nenerinma tugas dan dan bertanggungj awab
kepada Ketua Ti m Penil ai

BAB |V
KENAI KAN PANGKAT DAN JABATAN
Pasal 7

Kenai kan j abat an fungsi onal dosen setiap kaii dapat
di perti nbangkan apabi ha:

a. sekurang-kunangnya telah 1 (satu) tahun dal amj abatan
terakhir;

b. menenuhi jum ah angka kredit yang ditentukan untuk
kenai kan jabatan yang | ebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian pel aksanaan pekerjaan dal am DP 3
sekur ang- kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Dosen yang berijazah S3/Sp.1l dan nenmenuhi junl ah angka
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

kredit sebagai mana ditentukan dal am ayat (1) dapat dinai kkan
j abat annya secara | angsung nenj adi

a. Setinggi-tingginya Lektor Kepala bagi Asisten Ahli
b. Setinggi-tingginya Guru Besar bagi Lektor

Pasal 8

Dosen yang sedang tugas bel ajar |ebih dan 6 (enam) bul an
dan pada saat sebel um tugas bel aj ar dal am j angka waktu
kurang dari 1 (satu) tahun tel ah nmenmenuhi angka kredit yang
di tent ukan untuk kenai kan j abat annya, maka kenai kan

j abat annya baru dapat ditetapkan setelah 1 (satu) tahun

dal am j abat an terakhir

Dosen yang di bebaskan senentara karena tugas bel ajar |ebih
dari 6 (enam bul an, dapat diberikan kenai kan pangkat
regul er sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ber | aku

BAB V

PANGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBEBASAN DALAM DAN DARI  JABATAN

Pasal 9

Pengangkat an pertama kali bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
j abatan Asisten Ahli (Pangkat Penata nuda gol ongan ruang
I11/a) harus berijazah S1/D4, S2/ Sp.l dan Asi sten Ahl
(Pangkat Penata Muda tingkat | golongan ruang [11/b) harus
berijazah S3/Sp. 11, yang bersangkutan waji b nenperol eh
angka kredit sekurang-kurangnya 10 kredit dari unsur

Tri dhar ma Perguruan Ti nggi

Pengangkat an pertama kali dan pengangkatan kenbali jabatan
fungsi onal Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berl aku di buat menurut contoh
formulir sebagai mana tersebut pada Lanpiran Vil

Pembebasan senentana dari tugas-tugas jabatan fungsiona
Dosen sebagai nana di maksud dal am Pasal 26 Keputusan Menteri
Negana Koordi nat or Bi dang Pengawasan Penmbangunan dan
Pendayagunaan Aparat ur Negara Nonor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999
di t et apkan dengan menggunakan contoh formulir sebagai mana
tersebut pada Lanpiran VIII

Pembebasan senentara dari jabatan fungsi onal Dosen

sebagai nana di maksud dal am Pasal 27 Keputusan Menteri Negara
Koondi nat or Bi dang Pengawasan Penbangunan dan Pendayagunaan
Apar at ur Negara Nonor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999 dit et apkan
dengan nenggunakan contoh formnulir sebagai mana tersebut

pada Lanpiran | X

Pasal 10

Pembebasan j abat an fungsi onal Dosen dan jabatannya, atas
perm ntaan sendiri ditetapkan ol eh pejabat yang berwenang sesua
dengan Perat uran Perundang-undangan yang berl aku
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BAB VI
PENGAKTI FAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOSEN
Pasal 11

(1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dal am j abat an
fungsi onal nya apabil a:

a. Tel ah sel esai nel aksanakan tugas diluar jabatan
fungsi onal Dosen.
b. Tel ah sel esai tugas belajar |ebih dari 6 (enan) bul an.

(2) Dosen dapat di angkat kenbali ke dal am jabatan fungsi ona
dosen apabil a:

a. Tel ah berakhir masa berl akunya hukuman disiplin baik
ti ngkat sedang maupun tingkat berat.

b. Berdasar kan Keputusan pengadil an yang tel ah nenpunyai
kekuat an hukum yang tetap, yang bersangkutan di nyat akan
ti dak bersal ah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen
yang di bebaskan senentara sesuai Peraturan Penerintah
Nonmor 4 Tahun 1966.

(3) Dosen yang di bebaskan senentara karena cuti diluar tanggungan
Negara dan tel ah di angkat kenbali pada instansi senula, dapat
di angkat kenbal i dal am jabatan senul a.

(4) Dosen sebagai mana tersebut dal am ayat (2) butir a, apabila
tel ah nencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil
maka dal am penbebasan senentara yang bersangkut an dapat
di berhenti kan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kenbali dal am jabatan
fungsi onal Dosen sebagai mana di meksud dal am Pasal 11 ayat (1),

j abat annya dit et apkan bendasar kan jum ah angka kredit terakhir
dimlikinya dan ditanbah angka kredit yang di perol eh dan prestas
di bi dang Tridharma Perguruan Tinggi sel ama penbebasan senentara
dari tugas jabat annya.

BAB VI |

KETENTUAN LAI N- LAI'N

Pasal 13

(1) Keputusan kenai kan j abat an/ pangkat Dosen setel ah berl akunya
Keputusan i ni sudah harus nenggunakan nanma j abat an sebagai nana
tersebut dal am Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara
Koor di nat or Bi dang Pengawasan Penbangunan dan Pendayagunaan
Apar at ur Negara Nonor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999

(2) Kel ebi han angka kredit yang dimli ki Dosen setel ah dil akukan
penyesuai an j abat an berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koor di nat or Bi dang Pengawasan Penbangunan dan Pendayagunaan
Apar at ur Negara Nonor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999 ti dak dapat
di gunakan unt uk kenai kan j abat an/ pangkat beri kut nya.

(3) Dengan berl akunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Penbangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
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Normor 38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999 t anggal 24 Agustus 1999, nmaka
dosen yang tel ah nmem hi ki jabatan fungsi onal dosen sebel umya
yang ditetapkan ol eh pejabat yang berwenwang, supaya

di sesuai kan ke dal am nama j abat an yang baru bendasar kan

Keput usan pej abat yang berwenang dan di buat dengan nenggunakan
contoh fornulir sebagai nana tersebut pada Lampiran X

BAB VI |
PENUTUP
Pasal 14

Ket entuan tekni s yang bel um di at ur dal am Keput usan Ber sama i ni
akan di atur kenudi an ol eh Menteri Pendi di kan dan Kebudayaan

Pi mpi nan | nstansi yang menmpunyai perguruan tinggi dan Kepal a
Badan Kepegawai an Negara, bai k secara bersama-sama maupun secara
tersendiri sesuai dengan bi dang tugas nmasi ng- nasi ng.

Pasal 15

Ketentuan | ain tentang petunjuk pel aksanaan jabatan dan angka
kredit Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Bersama i ni,
di nyat akan tidak berl aku | agi

Pasal 16

Unt uk menberi kan ganbaran yang | engkap, dal am Keput usan Ber sana
i ni dilanpirkan Keputusan Menteri Negara Koordi nator Bi dang
Pengawasan Penbangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nonor
38/ Kep/ MK. WASPAN/ 8/ 1999 t entang Jabat an Fungsi onal Dosen dan

Angka Kreditnya, sebagai mana tersebut pada Lanpiran Xl
Pasal 17
Keputusan Bersama ini mulai berl aku pada tanggal ditetapkan.
Pasal 18
Keput usan Bersana i ni di sanpai kan kepada | nstansi/Lenbaga yang
ber kepenti ngan untuk di ket ahui dan dil aksanakan sebagai nana
nesti nya.

Di t et apkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 1999

KEPALA MENTER

BADAN KEPEGAWAI AN NEGARA, PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
ttd ttd

Prof. Dr. Sofian Effendi Prof. Dr. Juwono Sudarsono
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